
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1         Latar Belakang Penelitian 

 
Pada era digitalis yang cukup berkembang saat ini, tentu saja akan 

sangat cepat mempengaruhi berbagai kemajuan diberbagai segala bidang. Baik 

dalam bidang pendidikan, teknologi, transportasi dan bahkan dalam bidang 

ekonomi. Perkembangan ekonomi ini merupakan salah satu perkembangan 

yang sangat berpengaruh besar bagi seluruh negara di dunia, terutama di 

Indonesia. Salah satu pengaruh yang berdampak besar dalam bidang ekonomi 

di Indonesia yaitu sektor perpajkan. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat 

besar.  Karena  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara  yang  paling 

penting, maka pemerintah melakukan pemungutan pajak kepada warga negara 

Indonesia yang telah memiliki penghasilan dan juga telah terdaftar yang biasa 

disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak harus membayar serta melaporkan 

pajak  yang  terutang  karena  itu  merupakan  satu  kewajiban  yang  harus 

dilakukan dan penangihannya bersifat memaksa. 

Sebagaimana  dimaksud  dalama  Pasal  1  Undang-Undang  No.  28 

 
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- 
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besarnya kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan sistem di Indonesia 

tidaklah terlalu mudah. Masyarakat di Indonesia harus memahami pajak dan 

cara-cara  perhitungannya  serta  prosedur  pemenuhan  kewajiban  perpajakan 

agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam perhitungan maupn 

pembayaran pajak. Oleh karena itu pemeritah mengeluarkan peraturan berupa 

Undang-Undang Perpajakan. 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu 

Self Assesment System, Official Assesment System, dan Withholing System. 

Sistem pemungutan pajak yang pertama yaitu dengan menggunakan metode 

Self  Assesment  System,  Self  Assesment  System  adalah  sistem  pemungutan 

pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dengan memtuskan 

sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Kedua, Official Assesment 

System, Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang 

membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada 

petugas perpajakan. Dan sitem pemungutan pajak yang terakhir yaitu 

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang  kepada  pihak  ketiga  untuk  menghitung  besaran  pajak  yang 

terutang. 

Self Assesment System yang telah berjalan hingga saat ini mampu 

menggerakkan tanggung jawab para Wajib Pajak dalam menghitung, 

membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri. Walaupun pajak penghasilan 

(PPh) Wajib Pajak telah dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak juga tetap 

berkewajiban   untuk   melaporkan   pajak   dengan   menyampaikan    Surat
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Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke 

kantor pajak. 

Namun demikian, dengan melihat kemampuan Wajib Pajak yang 

tergolong masih kurang dalam memahami konsep perpajakan, tentu Wajib 

Pajak memerlukan pihak ketiga yang sering disebut sebagai konsultan pajak 

yang mampu menangani perpajakan, sehingga pembayaran dan penyampaian 

pajak lebih aman dan terhindar dari kesalahan. 

Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 

dalam pasal 3 ayat 1 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Republik 

Indonesia) menyebutkan  bahwa,  “Setiap  Wajib  Pajak wajib  mengisi  Surat 

Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia 

dengan menggunakan huruf Latin, Angka Arab, Satuan mata uang Rupiah, 

dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak 

tempat  Wajib  Pajak  terdaftar  atau  dikukuhkan  atau  tempat  lain  yang 

ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak”. 

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dengan 

mendatangi lansung kantor pajak terdekat. Namun demikian, untuk 

mengingatkan,  memudahkan  dan  mengoptimalkan  pelayanan  bagi  Wajib 

Pajak serta dengan meninbang dan melihat kondisi negara saat ini yang baru 

saja melewati masa covid-19, Direktorat Jendral Pajak (DJP) serta Kementri 

keuangan meluncurkan 2 (dua) metode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 

yaitu dengan menggunakan e-Filing dan e-Form.
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E-Filing dan e-Form ini merupakan cara pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara online kapanpun dan dimanapun 

Wajib Pajak berada, sehingga Wajib Pajak tidak harus datang secara langsung 

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). E-Filing dan e-Form memiliki fungsi dan 

kegunaan  yang  sama dalam  pelaporan  SPT.  Namun  pada  kesempatan  ini, 

penulis akan membahas lebih lanjut mengenai e-Form. 

E-Form merupakan upaya dari Direktorat Jendral Pajak yang 

memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT 

Tahunan untuk mencegah adanya kendala jaringan agar pelaporan SPT 

Tahunan dilakukan dengan tepat waktu. Dengan adanya kemudahan yang 

diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak dapat  memenuhi kepatuhan dalam 

pelaksanaan kewajiban perpajakan. 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan. 

Kantor ini menangani persoalan perpajakan baik Wajib Pajak orang pribadi 

maupun Wajib Pajak badan. Jasa pelayanan yang diberikan berupa jasa 

perpajakan,  pendamping  dalam  menghadapi  pemeriksaan,  pendampingan 

dalam menghadapi banding ke Pengadilan Pajak, serta jasa penyiapan laporan 

pajak tahunan. 

Dengan  adanya  e-Form  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Direktorat 

Jendral  Pajak  (DJP)  sangat  membantuk  Kantor  Konsultan  Pajak  Daniel 

Tarigan dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wahib Pajak. 

Berdasarkan latar belakang diatas   maka peneliti tertarik untuk 

membuat  sebuah  karya  ilmiah  dalam  bentuk  Tugas  Akhir  dengan  judul  :
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“Tata Cara Pengisian SPT Tahunan Badan Melalui E-Form Di Kantor 

 
Konsultan Pajak Daniel Tarigan”. 

 
 
 
 

1.2         Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

diperlukan pengidentifikasian masalah sebagai tolak ukur permasalah yang 

akan diteliti. Adapun rumusan masalah`adalah sebagai berikut : 

1.   Apa yang dimaksud dengan pajak dan definisinya? 

 
2.   Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan, subjek dan objek pajak? 

 
3.   Apa  yang  dimaksud  dengan  surat  pemberitahuan  (SPT)  dan  jenis- 

jenisnya? 

4.   Bagaimana  tata  cara  mengisi  SPT  Tahunan  badan  melalui  e-Form  di 

kantor konsultan pajak daniel tarigan? 

 

 
 

1.3         Tujuan Tugas Akhir 

 
Adapun juan tugas akhir ini adalah untuk: 

 
1.   Untuk mengetahui apa itu pajak dan definisinya. 

 
2.   Untuk mengetahui apa yang dimaksud pajak penghasilan, subjek 

dan objek pajak. 

3.   Untuk mengetahui apa yang dimaksud surat pemberitahuan (SPT) 

 
dan jenis-jenisnya. 

 
4.   Untuk  mengetahui  tata  cara  pelaporan  SPT  Tahunan  badan 

melalui 

E-From di Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan.
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1.4 Manfaat Tugas Akhir 
 

 

1.4.1 
 

Manfaat Praktis 
 

a.   Bagi Penulis 
 

Diharapkan    dapat    menambah 

 

 
 
 
 

wawasan    dan 

 

 
 
 
 

pemahaman 
 

mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan Badan, jenis-jenis 

formulir SPT elektronik, perbedaan e-Form dengan SPT elektonik 

lainnya. 

b.   Bagi   Fakultas   Ekonomi   Prodi   Administrasi   Perpajakan 

 
Universitas HKBP Nommesen Medan 

 
Hasil  penulisan  Tugas  Akhir  ini  diharapkan  bisa  digunakan 

sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang    ingin 

menyusun Tugas Akhir mengenai Tata cara pengisisan SPT 

Tahunan Badan melalui e-Form. Selain itu tugas akhir ini juga 

diharapkan  bisa  menambah      ragam  penulisan  dibidang 

admisistrasi perpajakan. 

c.   Bagi Instansi 

 
1. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara kantor 

komsultan pajak dengan universitas terkhususnya dalam 

program administrasi perpajakan. 

2.   Sebagai   upaya   untuk   membantu   menyiapkan   tenaga 

terampil bagi mahasiswa yang akan terjun kedalam dunia 

kerja. 
 

 
 
 
 
 
 

.
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1.4.2      Manfaat Teoris 
 

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak dalam 

pengisian SPT Tahunan Badan melalui e-Form. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya mengenai  tata cara 

pengisian SPT Tahunan badan melalui e-Form. 

 

 
 

1.5         Metode Pengumpulan Data Tugas Akhir 

 
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  pengumpulan  data  Tugas 

Akhir adalah metode observasi lapangan dan metode studi literatur. Metode 

observasi lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di 

Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan tetang pengisian SPT Tahunan Badan 

dengan melalui e-form. Dan metode studi liberatur merupakan kegiatan yang 

berhubungan dengan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen dari 

berbagai sumber seperti buku-buku, undang-undang, dan media teknologi. 

 

 
 

1.6         Sistematika Penulisan 

 
Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan 

penelitian atau laporan  Tugas Akhir yaitu sebagai berikut: 

Bab I :       Pendahuluan 

 
Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang yang terjadi, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data penelitian



8  
 

 
 
 

dan sistematika penulisan laporan penelitian sehingga diharapkan 

dapat memberikan gambaran yang jelas. 

Bab II :    Landasan Teori 

 
Bab ini membahas mengenai dasar-dasar teori perpajakan yang 

dijabarkan melai dari pengertian pajak secara umum hingga SPT 

Tahunan yang akan mendukung penulisan Tugas Akhir. 

Bab III :   Gambaran Umum Perusahann dan Landasan Teori 

 
Bab ini membahas mengenai sejarah umum perusahaan, lokasi, 

stuktur  organisasi,  tugas,  wewenang  dari  setiap  pegawai 

perusahaan tempat Paktik Kerja Lapangan serta membahas 

mengenai cara pengissian SPT Tahunan Badan melalui e-Form. 

Bab IV :   Kesimpulan dan Saran 

 
Bab  ini  berisi  kesimpulan  dari  tulisan  yang  telah  dibuat  oleh 

penulis, saran yang dibuat oleh penulis meupakan saran yang 

berkaitan dengan perpajakan serta pelaporan SPT Tahunan badan 

dengan menggunakan e-Form.



 

 

BAB II 
 

 

LANDASAN TEORI 
 
 
 

2.1         Pengertian Pajak 
 

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umun  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP),  Pajak  adalah  Kontribusi  wajib 

Kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara  langsung  dan  digunakan  untuk     keperluan  Negara  bagi  sebesar- 

besarnya kemakmuran rakyat (Wulan, 2019). 

Pajak menurut para ahli dibidang perpajakan mendefinisikan pajak 

dengan mengemukakan pendapatnya. Meskipun demikian pada dasarnya 

memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk  merumuskan  pengertian  pajak 

sehingga mudah dipahami sebagai berikut: 

1.   Menurut Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa “Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  (Kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” 

2.   Menurut  P.J.A  Andriani  yang  diterjemahkanPengertian  Pajak  oleh  R. 

Santoso Brotodiharjo mengemukakan bahwa:“Pajak adalah iuran kepada 

kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya   menurut   peraturan-peraturan,   dengan   tidak   mendapat 

prestas kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 
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untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  dengan 

tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah 

3. Menurut Djajadiningrat mengemukakan bahwa : “Pajak sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut  peraturan 

yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan 

umum.” 

4.   Menurut Dr. N. J. Feldman mengemukakan bahwa : “Pajak adalah iuaran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat 

dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

5.   Menurut  Soeperman  Soemohamijaya  mengemukakan  bahwa  :  “Pajak 

adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha 

berdasarkan norman-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang- 

barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 

Dari  beberapa  definisi-definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak 

memiliki unsur-unsur: 

1.   Iuaran dari rakyat kepada negara 

 
Yang berhak memungut pajak adalah Negara, Iuaran tersebut berupa uang 

bukan barang. 

2.   Berdasarkan Undang-undang
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Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3.   Tidak ada kontra-prestasi (Imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh 

pembayar pajak). 

4.   Sifatnya dapat dipaksakan. 

 
5.   Digunakan   untuk   membiayai   pengeluaran-pengeluaran   negara  dalam 

mencapai kesejahteraan masyarakat umum. 

 

 
 

2.2         Fungsi Pajak 

 
Menurut Mardiasmo fungsi pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu: 

 
1.   Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

 
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara 

pemerintah   berusaha   memasukkan   uang   sebanyak-banyaknya 

untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara 

ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui 

penyempurnaan peraturan sebagai jenis pajak seperti Pajak 

Penghasilab (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), dan lain-lain. 

2.   Fungsi Mengatur (Regulerend) 

 
Pajak  mempunyai  fungsi  pengatur  artinya  pajak  sebagai  alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam
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bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu 

di luar bidang keuangan (Rohendi, 2014). 

 

 
 

2.3         Jenis-jenis Pajak 

 
Jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam  yaitu menurut 

golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya. 

1.   Menurut golongannya 

 
a.   Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada 

orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak 

yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh). 

b. Pajak tidak langsung,   yaitu pajak yang dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang 

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang 

atau jasa, misalnya Pajak Pertamnahan Nilai (PPN). 

2.   Menurut sifatnya 

 
a.   Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal kepada subjeknya. 

 
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 

 
b.   Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal [ada objeknya. 

 
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 
3.   Berdasarkan lembaga pemungutannya 

a.   Pajak Negara (Pajak Pusat)
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Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah  pusat  dan  digunakan  untuk  membiayai  belanja  negara 

pada umumnya. 

Contoh : PPh, PPN, PPnBM. 

b.   Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

daerah tingkat 1 (pajak provinsi)   maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota)  dan  digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga 

daerah masing-masing. 

Contoh : Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak 

air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

 
 

2.4         Sistem Pemungutan Pajak 

 
Sitem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia terdiri 

dari tiga bagian yaitu: 

1.   Official Assesment System 

 
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus 

dalam menentukan besarnya wajib pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

2.   Self Asessment System 

 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesui 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif sera kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.
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Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang- 

undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang 

tinggi, serta meyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena 

itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk : 

a.   Menghitung sendiri pajak yang terutang 

 
b.   Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 

c.   Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang 

d.   Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang 

e.   Mempertanggungjawabkan pajak yang teruang 

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada 

Wajib Pajak). 

 

 
 

3.   With Holding System 

 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. 

Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – 

undangan perpajakan, keputusan presiden, dan  peraturan lainnya untuk 

memotong  dan  memungut  pajak,  menyetor,  dan 

mempertanggungjawabkan memlalui sarana perpajakan yang tersedia. 

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung 

pada pihak ketiga yang ditunjuk.
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2.5         Jenis Wajib Pajak 
 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran 

pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Terdapat dua jenis wajib pajak yaitu: 

 
1.   Wajib Pajak Orang Pribadi 

 
Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan 

atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan)  yang 

penghasilannya diatas pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

2.   Wajib Pajak Badan 

 
Wajib  Pajak badan  adalah sekumpulan  orang atau modal  yang berupa 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang 

meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi, lembaga atau 

bentuk yang lainnya. 

 

 
 

2.6         EFIN (Electronic Filing Identification Number) 

 
1.   Pengertian EFIN 

 
EFIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor 

identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada 

Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan 

Direktorat Jendral Pajak.
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Berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak tentann Tata Cara 

penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi Wajib Pajak yang 

menggunakan formulir 1771, 1770S, 1770SS secara e-Filing dan 

e-Form melalui website Direktorat Jendral Pajak. 

2.   Jenis EFIN 

 
a.   EFIN Pajak Badan 

 
EFIN    pajak    badan    adalah    EFIN    yang    dibuat    dan 

diperuntukkan bagi Wajib Pajak badan usaha atau perusahaan. 

b.   EFIN Pajak Pribadi 

 
EFIN  pajak  pribadi  merupakan  EFIN  yang  dibuat  untuk 

 
Wajib Pajak orang pribadi atau perseorangan. 

 

 
 
 
 
 
 

3.   Manfaat EFIN 

 
a.   Dengan EFIN, Wajib Pajak dapat mengakses sistem pajaka 

online dan melaporkan SPT Tahunan tanpa perlu mengantri di 

KPP. 

b.   EFIN  menjamin  kerahasiaan  data  yang  anda  masukkan  ke 

sistem pajak online 

c.   Dengan melaporkan pajak secara online, data sudah terekam 

di sistem   pajak,   Nantinya   untuk   laporan   pajak   tahun 

berikutnya, tidak perlu mengulangi isian dari awal lagi. 

4.   Cara Mendapatkan EFIN
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Berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 2 dari peraturan 

DJP Nomor PER-04/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi 

Elektronik Layanan Pajak Online, wajib pajak diharuskan 

mengajukan permohonan pembuatan EFIN menggunakan formulir 

yang formatnya sudah diatur dan melengkapi lampiran yang sudah 

dipersyaratkan kemudian disampaikan langsung ke KPP terdekat 

untuk mendapatkan EFIN (Tatik, 2018). 

 

 
 

2.7         Pajak Penghasilan 

 
1.   Pengertian Pajak Penghasilan 

 
Pajak  Penghasilan  (PPh)  menurut  Undang-Undang  Nomor  17 

 
Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yag dikenakan terhadap subjek 

pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam 

tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang- 

Undang  Pajak  Penghasilan  No.  17  Tahun  2000  adalah  tahun 

takwin, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku 

tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak 

penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah 

pusat atau erupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka 

pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh 

dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukan dalam kalkulasi 

harga jual maupun sebagai biaya produksi.
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2.   Kategori Pajak Penghasilan 

 
Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, antara 

lain : 

a.   PPh yang dikenakan pada Wajib Pajak orang pribadi, yang 

terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha 

b.   PPh  yang dibebankan  atas  penghasilan  Wajib  Pajak badan 

atau pengusaha, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri 

(Sihaloho, 1996). 

 

 
 

2.8         Subjek Pajak Penghasilan 

 
Subjek pajak Penghasilan adalah orang atau pihak yang 

bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 

tahun pajak maupun bagian tahun pajak. 

Subjek   pajak   penhasilan   artinya   orang   yang   harus   membayar   pajak 

penghasilan kepada negara dan yang telah mendaftarkan diri ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) sebagai  identitas  diri  pembayar pajak  dan  disebut  sebagai  Wajib 

Pajak (WP). 

Jenis-jenis subjek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 

 
2 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut : 

 
1.   Orang Pribadi 

 
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

 
Indonesia ataupun di luar Indonesia. 

 
2.   Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantkan yang berhak
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Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak 

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud 

warisan ini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak 

terutang yang ditinggalkan. Dalam menjalanjakan kewajiban 

perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh : 

a.   Salah seorang ahli warisnya 

b.   Pelaksana wasiatnya 

c.   Pihak yang mengurus harta peninggalannya. 

 
3.   Badan 

 
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer,  perseroan  lainnya, 

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama 

dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

 

 
 

4.   Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

 
Bentuk usaha etap adlah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia 

tidak lebih dari 183 (seratus delapan pulu tiga) hari dalam jangka waktu 12 

(dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan   di   Indonesia,   untuk   menjalankan   usaha  dan   melakukan 

kegiatan di Indonesia (Fitriya, 2022).
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2.9         Objek Pajak Penghasilan 
 

Objek   pajak   penghasilan   yaitu   setiap   tambahan   kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi 

atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan,  dengan 

nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk Objek Pajak 

menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan 

adalah : 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima  atau  diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan,  honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. 

2.   Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

 
3.   Laba usaha. 

 
4.   Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta seperti : 

 
a.   Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 

b.   Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota. 

c.  Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan atau pengambilalihan usaha. 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan,  kecuali  yang  diberikan  kepada  keluarga  sedarah  dalam 

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan
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pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak- 

pihak yang bersangkutan. 

5.   Penerimaan  kembali  pembayaran  pajak  yang  telah  dibebankan  sebagai 

biaya. 

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

7.   Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan  asuransi  kepada  pemegang  polis  dan  pembagian  sisa  hasil 

usaha koperasi. 

8.   Royalti. 

 
9.   Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

 
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

 
11. Keuntungan  karena  pembebasan  utang,  kecuali  sampai  dengan  jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 

 
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

 
14. Premi asuransi. 

 
15. Iuran  yang  diterima  atau  diperoleh  perkumpulan  dari  anggotanya  yang 

terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

16. Tambahan  kekayaan  neto  yang  berasal  dari  penghasilan  yang  belum 

dikenakan pajak (Tambunan, 2022).
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2.10       Dasar Hukum Pajak Penghasilan 
 

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 

 
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang ini mengalami 

empat kali perubahan hingga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2008, yakni : 

1.   Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1991  tantang  Perubahan  Atas  UU 

No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan 

2.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tantang Perubahan Kedua UU 

No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan 

3.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tantang Perubahan Ketiga UU 

No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan 

4.   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tantang Perubahan Keempat UU 

No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan 

Peraturan terbaru tentang Pajak Penghasilan dalam UU Cipta Kerja NO.11 

 
Tahun 2020 dan melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

 
Peraturan Perpajakan (RI, 2020). 

 
 
 

 

2.11        Tarif PPh Wajib Pajak Badan 

 
Tarif penghasilan Wajib Pajak badan di Indonesia yaitu sebesar 22% 

yang berlaku semenjak tahun 2020 dan 2021. Penerapan tarif pajak 

penghasilan badan menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang   Republik   Indonesia   Nomor   1   Tahun   2020   yang   selanjutnya 

ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020  akan  diturunkan  menjadi  20%   yang  berlaku  pada  tahun  2022.



23  
 

 
 
 

Penurunan tarif ini merupakan suatu respon pemerintah untuk meringankan 

beban pengusaha agar tidak mengalami kebangkrutan hingga melakukan 

pemutusan hubungan kerja (PHK), mengingat kondisi Indonesia pada saat itu 

masih diancam oleh perkembangan Virus Covid-19 (Otto Budihardjo, 2021). 

 

 
 

2.12       Surat Pemberitahuan (SPT) 

 
1.           Pengertian SPT 

 
Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 

 
2009  mengenai  KUP  Pasal  1  angka  11  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan 

Nomor  152/PMK.03/2009  adalah  surat  yang  oleh  wajib  pajak  digunakan 

untuk  melaporkan  perhitungan  dan/atau  pembayaran  pajak,  objek  pajak 

dan/atau  bukan  objek  pajak,  dan/atau  harta  dan  kewajiban  sesuai  dengan 

ketentuan   peraturan   perundang-undangan   perpajakan.Adapun   tata   cara 

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, 

antara  lain  untuk  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan  perhitungan 

jumlah pajak dan pembayarannya.Dalam rangka keseragaman dan 

mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, 

keterangan,dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk 

menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. 

Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa 

Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,satuan mata uang 

Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan
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Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pengisian SPT yang benar, lengkap dan 

jelas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a.   Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam 

 
penerapan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  dalam 

penulisan,dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

b.   Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek 

c.   pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT, dan 

d.   Jelas  artinya  melaporkan  asal-usul  atau  sumber  dari  objek  pajak  dan 

unsurunsur 

e.   lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT (Repository, 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.           Fungsi SPT 

 
a. Sebagai  sarana  Wajib  Pajak  untuk  melaporkan  dan 

mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang 

sebenarna terutang. 

b. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun 

pajak.
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c.   Laporan pembayaran dari pemotongan/pemungutan pajak orang 

atau badan lain dalam suatu masa pajak yang ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

d.   Merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak 

yang terutang yang dilaporkan oleh para Wajib Pajak. 

3.           Jenis SPT 

 
Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

 
a.   Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk 

suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, SPT Tahunan terdiri 

dari sebagai berikut : 

    Orang Pribadi 

 
SPT Orang Pribadi adalah laporan pajak tahunan yang wajib 

dilaporkan oleh setiap Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) 

Yang memiliki penghasilan selama satu tahun pajak. Spt 

Tahunan ini berisi rincian tentang penghasilan, pemotongan 

pajak, pengurangan pajak, dan jumlah pajak yang harus 

dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam setahun 

setiap tahunnya, setiap Wajib Pajak Orang Pribadi harus 

melaporkan SPT Tahunan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

sebelum batas waktu yang ditetapkan. SPT Tahunan Orang 

Pribadi berfungsi sebagai bukti pelaporan pajak dan dapat 

digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran pajak yang 

harus  dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak  Oran  Pribadi.  Laporan 

SPT Tahunan Orang Pribadi dapat dilakukan secara online
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melalui situs resmi Direktorat Jendral Pajak dengan 

menggunakan aplikasi e-Filing atau dapat dilakukan dengan 

mengisi formulir yang disediakan oleh DJP. 

Berikut ini adalah jenis-jenis formulir SPT Tahunan Pribadi 

yang umumnya digunakan : 

1.   Formulir 1770S 

 
Formulir 1770S digunakan untuk pegawai tetap atau 

karyawan  yang  memiliki  penghasilan  dari  satu  sumber 

atau lebih dalam satu tahun pajak. 

2.   Formulir 1770SS 

 
Formulir 1770SS digunakan untuk Wajib Pajak Orang 

Pribadi (WP OP) yang penghasilannya berasal dari usaha 

atau pekerjaan bebas, yang tidak memiliki karyawan dan 

memiliki penghasilan di bawah batas tertentu. 

3.   Formulir 1770 

 
Formulir 1770 digunakan oleh WP OP yang memiliki 

penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, tetapi 

memiliki karyawan. 

    SPT Badan. 

 
SPT Tahunan Badan adalah surat yang digunakan untuk 

melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, 

harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan 

perundangan perpajakan yang berlaku. SPT Badan Tahunan 

hanya memiliki satu jenis formulir, yaitu formulir SPT 1771,
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berbeda dengan lapor SPT Tahunan pribadi yang memiliki 

lebih dari satu formulir. Badan usaha atau perusahaan yang 

menggunakan SPT 1771 ini diberlakukan untuk Badan Usaha 

seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditer Venture (CV), 

Usaha Dagang (UD), organisasi, yayasan dan perkumpulan. 

    Surat Pemberitahuan Masa 

 
Surat Pemberitahuan Masa adalah merupakan SPT (Surat 

Pemberitahuan)  yang  digunakan  untuk  melaporkan  pajak 

yang telah  dipotong atau dipungut  setiap  bulannya.  Secara 

sederhananya, SPT ini adalah bentuk laporan atas pajak dari 

pihak lain yang dilaporkan oleh wajib pajak yang memungut 

dan melakukan pemotongan. Contohnya yaitu Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mana mengharuskan seorang 

pengusaha atau pemberi kerja untuk memotong pajak atas gaji 

karyawan. Konsultan pajak Serpong adalah solusi tepat untuk 

setiap urusan perpajakan anda. 

 

 
 

4.           Batas Waktu Pelaporan SPT 

 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 

 
(3), batas waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) adalah : 

 
a.   Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah 

akhir Masa Pajak;
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b.   Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak 

orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; 

atau 

c.   Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak 

 
Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

 
 
 

 

5.           Sanksi      Administrasi      dan      Pidana      Terkait      Surat 

 
Pemberitahuan (SPT) 

 
Bagi Wajib Pajak yang telah melewati batas waktu dalam 

penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan akan dikenakan sanksi 

berupa denda administrasi dan/atau  sanksi pidana sebagai berikut : 

a.   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) 

menyebutkan bahwa, “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan 

dalam jangka waktu sebagaimna dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau 

batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi 

administrasi berupada denda sebesar : 

1.   Untuk     Surat     Pemberitahuan     Pajak     Pertambahan     Nilai 

 
Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) 

 
2.   Untuk Surat Pemberitahuan Masa Rp.100.000,00 (Seratus Ribuh 

 
Rupiah) 

 
3.   Untuk  Suat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib 

 
Pajak Badan  Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
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4.   Untuk  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib 

 
Pajak Orang Pribadi Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah). 

 
b.   Pasal 13A UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa 

apabila tidak menyampaikan kealpaan SPT atau menyampaikan SPT 

tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 

keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan pertama kali tidak 

dikenai sanksi pidana, tetapi dikenakan sanksi administrasi 200% dari 

pajak  yang  kurang  bayar.Sedangkan  kealpaan  yang  kedua  akan 

didenda paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali 

jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana kurungan 

paling singkat 2 (dua) bulan/paling lama 1 (satu) tahun. 

c.   Pasal  39  UU  No.  16  tahun  2009  tentang  KUP,  disebutkan  bahwa 

apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, 

atau dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik, akan 

dikenakan: 

 Sanksi pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 

(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau 

dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan atau paling lama 6 

(enam) tahun. 

 Pidana untuk kedua kali ditambahkan satu kali menjadi dua kali 

sanksi diatas. 

 Percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP menyampaikan surat 

pemberitahuan  (SPT)  yang  tidak  benar/lengkap  dalam  rangka
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restitusi/kompensasi/pengkreditan pajak, dipidana penjara paling 

sedikit 6 (enam) bulan, paling lama 2 (dua) tahun dan didenda 

paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah 

pajak terutang yang tidak/kurang bayar. 

 

 
 

6.           SPT Dianggap Tidak Disampaikan 

 
SPT dianggap tidak disampaikan dapat terjadi apabila : 

 
a.   SPT   tidak   ditandatangani   (dalam   hal   SPT   disampaikan 

langsung atau dikirim via pos/jasa kurir) 

b. SPT  tidak  sepenuhnya  dilampiri  keterangan  dan/atau 

dokumen yang dipersyaratkan; 

c.   SPT  yang  menyatakan  lebih  bayar  disampaikan  setelah  3 

(tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun 

Pajak atau Masa Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara 

tertulis;atau 

d.   SPT disampaikan setelah Direktur Jendral Pajak melakukan 

pemeriksaan bukti permulaam secara terbuka, atau 

menerbitkan surat ketetapan pajak. 

 

 
 

7.           Penyampaian SPT Tahunan Melalui E-FORM 

 
Dalam penyampain surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib 

Pajak, Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah berusaha 

untuk memberikan alternatif kemudahan agar Wajib Pajak dapat memenuhi
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kewajiban    perpajkannya,    salah   satunya   adalah   penyampaian   surat 

pemberitahuan (SPT) melalui e-Form. 

E-Form adalah suatu inovasi baru yang diluncurkan oleh Direktorat 

Jendral Pajak (DJP) dalam meningkatkan pelayanan kewajiban Wajib Pajak 

untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan yang telah 

dilakukan melalui sistem online, e-Form telah memiliki versi baru karena e- 

Form  pada versi  lama  Wajib  Pajak memiliki kesulitan dalam  membuka 

formulir. Untuk membuka formulir yang telah diunduh, wajib pajak harus 

memiliki viewer-nya terlebih dahulu agar mudah dalam pengisian SPT. 

Namun, aplikasi tersebut tidak tersedia dalam semua komputer Wajib Pajak. 

Pada e-Form versi baru formulir SPT elektronik yang akan diisi oleh Wajib 

Pajak dalam bentuk .pdf dan dapat dibuka dengan  aplikasi  Adobe PDF 

Reader. Aplikasi tersebut kebanyakan telah tersedia dalam komputer Wajib 

Pajak. 

E-Form ini sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan 

kemudahan bagi wajib pajak dlam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) 

tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengirim 

data SPT. Dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui e-Form, 

Wajib Pajak tidak perlu kwatir apabila koneksi internet terputus karena 

dalam pengisian SPT, sistem e-Form tidak memerlukan koneksi internet. 

Koneksi internet hanya digunakan pada saat mengunduh dan men-sumbit 

surat pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak. Dengan kemudahan yang 

diberikan, pemerintah berharap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi
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kewajiban   perpajakannya   dapat   mengalami   peningkatan   dan   proses 

penerimaan kas ke negara dapat berjalan dengan cepat. 

 

 
 

8.           Keunggulan E-Form 

 
Menurut Direkyorat Jendral  Pajak (DJP) Kementrian Keuangan, 

terdapat bebebrapa keunggulan dalam menggunakan e-From, antara lain : 

a.   Dokumen yang diunduh Wajib Pajak dalam bentuk .pdf 

 
b.   Dibuka dengan menggunakan Adobe FDF Reader 

 
c.   Token dapat dikirim melalui email dan SMS OTP 

 
d.   Memiliki fitur impor data melalui csv untuk data-data tabular seperti 

daftar bukti potong dan lainnya 

e.   Terdapat validasi NPTN dan PBK saat sumbit 

 
f.   Dapat dibuka di Mac. 

 
 
 
 

9. Dokumen/Lampiran yang Dipersiapkan Saat Menggunggah E- 

Form 

a.   Lampiran e-Form untuk Wajib Pajak orang pribadi 

 
    Rekapitulasi Peredaran Bruto 

 
    Bukti Potong 

 
    Dokumen yang lainnya (ukuran file maksimal 5MB). 

b.   Lampiran e-Form untuk Wajib Pajak badan 

    Laporan keuangan (ukuran file maksimal 20MB) 

 
    Lampiran Rekapitulasi Peredaran Bruto PPh23
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    Lampiran Daftar Nominatif Biaya Promosi Dan atau Biaya 

 
Entertainment 

 
    Dokumen-dokumen Lampiran khusus Bentuk Usaha Tetap 

 
(BUT) 

 
    Dokumen-dokumen Lampiran khusu Wajib Pajak Migas 

 
    Laporan  Perbandingan  Utang-Modal  dan  juga  Laporan 

 
Utang Swasta Luar Negeri 

 
    Dokumen lampiran lainnya (semua file berukuran maksimal 

 
5MB)



 

 

BAB III 
 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

DAN PEMBAHASAN 

 

 

3.1         Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan 

 
3.1.1      Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pa jaka Daniel Tarigan 

 
Kantor  Konsultan  Pajak  Daniel  Tarigan,  kartor  ini  pertama  kali 

dibuka dimedan, tepatnya beralamat i Jalan Bunga Sedap Malam VIIIB No.35, 

sempakata Medan Selayang. Kantor ini didirikan pada tahun 2015 dibawah 

pinpinan Daniel Tarigan SE, BKP sebagai pemilik kantor ini. 

Visi : 

 
1.   Membantu pemerintah untuk meningkatkan Tax Rasio Indonesia yang saat 

ini masih rendah 

2.   Membantu  Pelajar  dan  Mahasiswa  untuk  meningkatkan  pemahaman 

tentang aturan Pajak melalui Praktek magang atau bekerja sama dengan 

Perguruan Tinggi dan asosiasi Konsultan Pajak Publik di Indonesia. 

Misi : 
 

1.   Membantu   masyarakat   Wajib   Pajak   untuk   melaksanakan   hak   dan 

kewajiban perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak penerimaan 

negara dari sektor pajak. 
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3.1.2      Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan 
 

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, 

baik perusahaan swasta maupun Negara. Istilah Organisasi ini berasal dari 

(Organisme). 

Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menggambarkan sistematis 

mengenai penetapan tugas-tugas dan fungsi dan wewenag serta tanggung jawab 

masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan yaitu 

untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan 

teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal. 

Adapun  gambaran  struktur  organisasi  pada  Kantor  Konsultan  Pajak 

 
Daniel Tarigan terdiri atas: 

 

 
 

PINPINAN 

Daniel Tarigan, SE 
 

 
 

STAF 

Sesilia 

STAF 

Dara 

STAF 

Mei
 

Sumber: KKP Daniel Tarigan 

 
Gambar 3. 1 Stuktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan 

 
 

 
Adapun   tugas   dan   wewenang   yaitu   terdapat   pada   struktur 

organisasi diatas sebagai berikut: 

1.   Pinpinan kantor 

 
Tugas pokok pimpinan kantor yaitu memutuskan dan menentukan 

peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, memantau serta 

bertanggung   jawab   terhadap   kelancaran   aktifasi   kantor   secara
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menyeluruh dan menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan, mengarahkan staff untuk meningkatkan efisien, 

produktifitas, serta profesionalisme di lingkungan kantor. 

2.   Staff 

 
Staff bertugas melakukan pekerjaan pokok perusahaan seperti 

mengurus  hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak klien, serta 

mengurus surat-surat masuk dan keluar kantor. 

 

 
 

3.2         Pembahasan 

 
3.2.1      Cara Registrasi Akun DJP Online 

Penyampaian  surat  pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  Wajib  Pajak 

secara online dapat dilakukan memalui website DJP Online 

https://djponline.pajak.go.id . 
 

Untuk dapat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan 

Pajak secara online, Wajib Pajak terlebih dahulu harus 

meregistrasi/mengaktifkan akun DJP Online. Yang harus dipersiapkan agar 

dapat registrasi akun DJP Online adalah : 

1.   NPWP (Nomor Wajib Pajak) 

 
2.   EFIN 

 
Untuk memiliki kode EFIN, Wajib Pajak harus mengunjungi Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan membawa fotocopi KTP dan 

fotocopi NPWP. 

3.   Email dan nomor HP aktif
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Setelah Wajib Pajak mempersiapkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, 

maka registrasi akun DJP Online dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut : 

a.   Buka halaman DJP Online https://pajak.go.id/registrasi 
 

b.   Masukkan data berupa nomor NPWP dan kode EFIN Yang anda miliki 

c.   Pastikan tanpa tanda titik dan setrip saat memasukkan NPWP 

d.   Masukkan kode keamanan, kemudian klik ‘VERIVIKASI’. Selanjutnya 

masuk ke akun DJP Online dan masukkan email, nomor HP aktif, serta 

kode keamanan. 

e.   Kemudian masukkan password yang akan digunakan untuk login akun 

 
DJP Online. Lalu klik ‘simpan’ 

 
f. Setelah  tersimpan,  periksa  email  yang  masuk  dari  DJP  Online, 

kemudian klik tautan yang telah dikirim untuk mengaktifkan akun. 

g.   Setelah muncul pemberitahuan Aktivasi Akun Berhasil. Lalu klik ‘Oke’ 

 
untuk masuk ke menu DJP Online. 

 
h.   Silahkan login kembali ke akun DJP Online dengan mengisi NPWP 

dan password. Jika berhasil login, artinya akun sudah terdaftar dan 

aktif. 

 

 
 

3.2.2      Tata Cara Pengisian SPT Tahunan Badan melalui E-Form 

 
Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan 

yaitu dengan menggunakan formulir 1771. Salah satu wajib pajak melaporkan 

SPT Tahunan Badan di Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan adalah PT.A,
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berikut  adalah  langkah-langkahTatat  Cara  Pengisian  SPT  Tahunan  Badan 

melalui E-Form : 

1.   Kunjungi halaman website dari DJP Online  https://djponline.pajak.go.id , 
 

kemudian masukkan NPWP, password dan isi kode keamanan, lalu klik 

 
‘login’. 

 

 
 

 

Gambar 3. 2 Halaman Utama DJP Online 
Sumber: DJP Online
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2.   Setelah berhasil login, selanjutnya pilih menu lapor lalu pilih e-Form 

 

 
 

Gambar 3. 3 Halaman Pelaporan SPT 
 

Sumber DJP Online 
 
 

3.   Setelah itu akan muncul tampilan seperti dibawah. Pilih tahun pajak SPT, 

jenus SPT, dan media yang akan digunakan untuk pengiriman token atau 

nomor verivikasi. Kemudian, klik ‘kirim’ Permintaan dan secara otomatis 

mengunduh e-Form.
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Sumber DJP Online 

Gambar 3. 4 Halaman e-Form

 
 

 

4.   Setelah itu, buka dokumen e-Form yang telah berhasil diunduh. Pastikan 

perangkat yang digunakan telah terinstal aplikasi PDF Reader untuk dapat 

membuat  dokumen  e-Form  tersebut.  Apabila  belum,  silahkan 

memdowload aplikasi tersebut. 

5.   Setelah dokumen e-form terbuka, terlebih dahuku untk mengisi data mulai 

dari Lampiran Khusu 1A yaitu daftar penyusutan fiskal. Untuk memilih 

lampiran yang ingin dibuka, caranya dengan mengklik kolom pilihan 

halaman formulir yang terdapat pada bagian atas halaman formulir, lalu 

pilih lampiran yang ingin dibuka, lalu klik ‘Buka’.
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Gambar 3. 5 Kolom pilihan halaman formulir 
Sumber KKP Daniel Tarigan 

 

 

6.   Penyusutan  fiskal  dapat  diisi  sesuai  dengan  laporan  keuangan  neraca. 

 
Untuk menambah data klik ‘Tambah’ dan jika ingin menghapus data klik 

 
‘Hapus’.  Sistem  akan  secara  otomatis  menghitung  jumlah  penyusutan 

 
fiskal. 

 

 

Gambar 3. 6 Lampiran 1A formulir SPT Tahunan Badan 1771



42  
 

 
 
 

Sumber KKP Daniel Tarigan 
 
 
 
 

7.   Setelah Lampiran Khusus 1A telah terisi, selanjutnya buka lampiran VI 

pada  kolom  pilihan  halaman  formulir.  Lampiran  ini  hanya  diisi  jika 

apabila Wajib Pajak badan memiliki penyertaan modal pada badan usaha 

lai 

 

Gambar 3. 7 Lampiran VI formulir SPT Tahunan Badan 1771 
Sumber KKP Daniel Tarigan 

 
 

 
8.   Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu masuk ke Lampiran V. Pada bagian 

A isi data pemengang saham/pemilik modal dan jumlah deviden yang 

dibagikan. Dan pada bagian B isi data susunan bagian pengurus dan 

komisaris. Lampiran ini wajib untuk diisi oleh Wajib Pajak, karena apabila
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tidak diisi maka tidak dapat melanjutkan lampiran selanjutnya. 

 

 
 

Gambar 3. 8 Lampiran V formulir SPT Tahunan Badan 1771 

 
Sumber KKP Daniel Tarigan 

 

 
 

9. Selanjutnya, masuk ke Lampilan IV untuk mengisi PPh Final dan 

penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Isi jenis penghasilan pada 

tabel yang telah disediakan. Apabila Wajib Pajak dikenakan PPh pasal 23 

(pajak final UMKM), maka isilah jumlah penghasilan pada tabel 

penghasilan lainnya. Pada kolom DPP diisi dengan jumlah omzet Wajib
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Pajak, dan kolom tarif diisi dengan tarif yang berlaku saat ini. Bagian yang 

berwarna kuning akan secara otomatis dihiting oleh sistem dari data. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. 9 Lampiran IV formulir SPT Tahunan Badan 1771 
Sumber KKP Daniel Tarigan 

 

 
 

10. Selanjutnya,  buka  Lampiran  III.  Lampiran  ini  diisi  apabila  terdapat 

pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain sesuai dengan jenis 

pajak. Apabila ingin menambah klik ‘Tambah’ dan jika ingin mengahapus 

klik klik ‘Hapus’. Jika kredit  pajak Wajib Pajak tidak ada maka lampiran 

ini dapat dilewati dan lanjut ke Lampiran II.
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Gambar 3. 10 Lampiran III formulir SPT Tahunan Badan 1771 
Sumber KKP Daniel Tarigan 

 
 
 

11. Pada Lampiran II, isi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha 

lainnya dan biaya dari luar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. 11 Lampiran II formulir SPT Tahunan Badan 1771 

Sumber KKP Daniel Tarigan
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12. Kemudian  masuk  ke  Lampiran  I  untuk  menghitung  Penghasilan  Neto 

Fiskal.  Semua  data  yang  telah  diisi  pada  Lampiran  sebelumnya  akan 

secara otomatis dihitung oleh sistem pada bagian yang berwarna kuning. 

Isikan data peredaran usaha dan penghasilan luar usaha pada bagian nomor 

I penghasilan neto komersial dama negeri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. 12 Lampiran I formulir SPT Tahunan Badan 1771 

Sumber KKP Daniel Tarigan
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13. Setelah itu, pilih Lampiran Induk pada kolom pilihan halaman formulir 

dan  klik  ‘Buka’.  Penghasilan  neto  fiskal  yang  telah  dihutung  pada 

Lampiran  I akan otomatis dihitung oleh sistem dan terisi pada bagian 

nomor 1 lampiran ini. Isi jumlah PPh pasal 25 apabila terdapat data PPh 

pasal 25 yang telah dibayar sebelumnya. Apabila PPh yang telah dibayar 

sebelumnya lebih kecil dari pada PPh yang seharusnya dibayar maka akan 

dibayar PPh kurang bayar pada bagian nomor 11. PPh kurang bayar ini 

harus disetor oleh Wajib Pajak sesuai tanggal yang telah ditentukan.
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Gambar 3. 13 Lampiran Induk formur SPT Tahunan Badan 1771 
Sumber KKP Daniel Tarigan 

 

 
14. Kemudian, masuk ke Induk Lanjutan, Pada Lampran ini, isis penghasilan 

yang menjadi dasar perhitungan angsuran pajak. PPh final berasal dari
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Lampiran IV yang telah diisi sebelumnya. Setelah itu, isi dengan benar 

kolom pernyataan yakni nama dan NPWP Pengurus serta tempat dan 

tanggal pengisisan SPT 1771. 

 

Gambar 3. 14 Lampiran Induk Lanjutan SPT Tahunan Badan 1771 
Sumber KKP Daniel Tarigan 

 

 
 

15. Setelah  itu,  pada  lampiran  induk  terdapat  pilihan  lampiran  8A  sesuai 

dengan jenis baan usaha Wajib Pajak. Pilihan 8A-2 apabila perusahaan 

tersebut adalah perusahaan dagang.
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Gambar 3. 15 Lampiran 8A-2 FORMULIR SPT Tahunan Badan 1771 
Sumber KKP Daniel Tarigan 

 

 

16. Setelah itu kembali ke lampiran induk. Setelah data yang telah dimasukkan 

 
telah sesuai, maka selanjutnya klik ‘Kirim’.



51  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. 16 Halaman untuk masuk ke sumbit SPT 
Sumber KKP Daniel Tarigan 

 
 
 
 

17. Kemudian  akan  muncul  seperti  dibawah.  Uanggah  dokumen-dokumen 

yang diperlukan dalam pengisian SPT Tahunan Badan. Apabila semua 

data yang telah diisi sesuai, kemudian masukkan Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara (NTPN) yang diterima setelah melakukan pembayaran 

pajak kurang bayar, dan masukkan kode verivikasi yang telah dikirimkan 

melalui email/No.HP saat mengunggah e-Form SPT Tahunan Badan. 

Setelah itu klik ‘Sumbit’.
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Gambar 3. 17 Halaman Sumbit SPT 

Sumber KKP Daniel Tarigan 
 
 
 
 

18. Setelah  SPT  berhasil  di-Sumbit  ,  dengan  demikian  SPT  1771  Telah 

terekam dan berhasil   dilaporkan dalam sistem DJP. Maka,Wajib Pajak 

badan akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik (BEP) yang akan 

dikirim melalui email seperti berikut.
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Gambar 3. 18 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) 
Sumber KKP Daniel Tarigan 

 

 
 

3.2.3  Hambatan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

melalui E-From 

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak dengan 

menggunakan e-Form sangat mudah dan cepat. Wajib Pajak tidak perlu datang 

lagi ke KKP serta Wajib Pajak dapat tidak perlu khawatir apabila koneksi 

internet tiba-tiba terputus saat pengisian SPT. Namun diatas keunggulan 

tersebut, e-Form jugaa memiliki kekurangan. Dalam pengisian dan pelaporan 

SPT Tahunan menggunakan e-Form hanya dapat melalui laptop atau komputer 

saja. Dan tidak semua laptop dan komputer dapat melakukan pelaporan pajak. 

Sering terjadinya error pada saat sumbit SPT. Hal ini merupakan hambatan 

yang dialami oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan 

e-Form. Oleh sebab itu, semua sistem yang telah diluncurkan oleh Direktorat 

Jendral Pajak (DJP) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki 

kelebihan dan kekurangan, tergantung kenyamanan dan kemahiran 

menenggunakannya 


